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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Pendidikan saat ini menjadi prioritas utama, terutama pendidikan sejak 

dini merupakan salah satu kunci mengatasi keterpurukan bangsa khususnya dalam 

menciptakan sumber daya manusia yang handal. Pembelajaran sejak dini akan 

menampakkan potensi terbaik dalam diri anak didik. Setiap anak memiliki 

kemampuan tak terbatas dalam belajar yang telah ada dalam dirinya untuk dapat 

berfikir kreatif dan produktif. 

Menunjuk pada Permendikbud No.137 Tahun 2014 tentang standar 

nasional pendidikan anak usia dini, pastinya memiliki standar yang perlu 

diperhatikan yaitu tingkat pencapaian perkembangan anak, pendidikan dan tenaga 

kependidikan serta sarana dan prasarana. Pendidikan anak usia dini ini 

diselenggarakan oleh kelompok masyarakat melalui jalur pendidikan nonformal 

berbentuk kelompok bermain (KB) sehingga biaya pendidikan yang dibutuhkan 

cukup besar. 

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan 

unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan yang dipimpin 

oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Bandan Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh 

sekretaris daerah yang berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh bupati 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 

peraturan ini, badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah 

mempunyai fungsi yaitu penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan 

pengelolaan keuangan dan aset daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah dan 

pelayanan umum di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah 

serta pembinaan dan pelaksanaan fungsi penunjang di bidang pendapatan 
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pengelolaan keuangan dan aset daerah. Salah satu tugas badan pendapatan 

pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu melaksanaan penatausahaan belanja 

hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan 

pemberian bantuan hibah ini berupa uang maupun barang atau jasa dari 

pemerintah daerah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang 

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Bantuan hibah bersifat tidak wajib 

serta tidak secara terus menerus bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan 

urusan pemerintah daerah. Bantuan hibah yang diberikan dapat berupa uang 

maupun barang atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Melihat perkembangan kualitas pendidikan anak usia dini yang kurang 

dari standar, maka dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas institusi 

pemerintah daerah mengadakan program bantuan hibah untuk bantuan operasional 

penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD). Pemberian bantuan 

BOP PAUD adalah untuk  meningkatkan layanan PAUD dalam bentuk Taman 

Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD 

sejenis di seluruh daerah yang diselenggarakan oleh individu, kelompok, yayasan, 

organisasi maupun Pemerintah Daerah di satuan PAUD atau Lembaga, satuan 

pendidikan nonformal lainnya yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan 

Nasional (NPSN). Selain memberikan layanan yang baik melalui sarana dan 

prasarana bermutu juga memberikan kemudahan akses bagi anak usia dini yang 

tidak terlayani. Badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset sebagai 

pelaksana penatausahaan belanja hibah dan dinas pendidikan sebagai perantara 

badan, lembaga dan organisasi masyarakat dengan badan pendapatan pengelolaan 

keuangan dan aset dalam pengajuan permohonan bantuan hibah. 

Program bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 

(BOP PAUD) merupakan salah satu program bantuan hibah yang telah diatur 

dalam Pemendikbud No.2 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan dana 

bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, maka program 

ini merupakan program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya 

operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan 
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Pemerintah kepada anak melalui Satuan PAUD untuk mendukung kegiatan 

operasional pembelajaran. 

Pemerintahan Situbondo juga mencanangkan program ini, salah satunya 

yaitu Kelompok Bermain (KB) Nurul Falah di Kecamatan Besuki Situbondo. 

Kelompok Bermain ini termasuk PAUD yang memerlukan bantuan dana hibah 

dikarenakan kurang memenuhi satandar nasional PAUD yaitu dari segi sarana dan 

prasaranan seperti buku gambar, crayon, lem, dan lainnya masih kurang memadai. 

Juga dari segi tenaga pengajar kurang optimal dalam memahami perkembangan 

anak akibat sarana dan prasarananya yang kurang lengkap. 

Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP 

PAUD) pada KB Nurul Falah di Kecamatan Besuki Situbondo bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan melalui proses kegiatan belajar mengajar, 

mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, menyiapkan 

generasi bangsa yang berpengetahuan luas, dan menyediakan layanan pendidikan 

yang berkualitas. 

Alasan inilah yang melatarbelakangi pemerintah daerah untuk 

mengadakan program bantuan hibah salah satu contoh seperti bantuan operasional 

penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD) tersebut guna untuk 

mengembangkan kualitas pendidikan. Dalam pengelolaan dana bantuan hibah 

tersebut dilaksanakan dengan prosedur administrasi yang sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi 

prosedur pengajuan permohonan, pencairan, penyaluran sampai penganggaran 

bantuan hibah sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Berdasarkan 

pemikiran diatas maka laporan praktek kerja nyata ini mengambil judul tentang 

“PROSEDUR ADMINISTRASI PEMBERIAN HIBAH UNTUK BANTUAN 

OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD PADA BADAN 

PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO”. 
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1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai prosedur 

administrasi pemberian hibah untuk bantuan operasional 

penyelenggaraan PAUD pada Badan Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo 

b. Untuk membantu pelaksanaan kegiatan administrasi pemberian hibah 

untuk bantuan operasional penyelenggaraan PAUD pada Badan 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Situbondo 

 

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

a. Memperoleh wawasan, pengetahuan dan pengalaman praktis tentang 

pelaksanaan kegiatan administrasi pemberian hibah untuk bantuan 

operasional penyelenggaraan PAUD pada Badan Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

b. Mengetahui tata cara prosedur administrasi pemberian hibah untuk 

bantuan operasional penyelenggaraan PAUD pada Badan Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo 

c. Sebagai salah syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh 

gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Jember 

 

1.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Objek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo yang beralamat di 

Jl. PB. Sudirman No. 1 Patokan, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo. 
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1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada 1 Maret s/d 31 Maret 

2017 dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau 144 jam kerja efektif, sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Jember, adapun jam kerja pada Badan Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo. 

Senin – Kamis  : 07.00 – 16.00 

Istirahat  : 12.00 – 13.00 (Senin – Kamis) 

Jum’at   : 06.30 – 11.00 

Sabtu – Minggu : Libur 

1.3.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata meliputi kegiatan-kegiatan berikut: 

Tabel 1.3 : Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

No Kegiatan Praktek Kerja Nyata 
Minggu Ke- Jumlah 

Jam I II III IV 

1 Pengajuan Surat Permohonana PKN 

kepada Instansi yang terkait, 

mengurus surat ijin PKN dan 

membuat Prosedur PKN 

X    

5 

2 Perkenalan dengan Pimpinan dan 

Karyawan Badan Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPPKAD) Kabupaten 

Situbondo 

X    

3 

3 Pengarahan dan Penjelasan tentang 

gambaran umum dari Badan 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (BPPKAD) 

Kabupaten Situbondo 

X X   

2 
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4 Pelaksanaan PKN serta 

mengumpulkan data-data dan 

informasi untuk digunakan dalam 

menyusun Laporan PKN 

 X X X 

84 

5 Konsultasi dengan Dosen 

Pembimbing secara periodic 
X X X X 

15 

6 Penyusunan Laporan PKN    X 20 

7 Penggandaan Laporan PKN    X 5 

 Total jam kegiatan Praktek Kerja 

Nyata 
    

144 

 

Sumber data : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Situbondo, 2017 

1.3.4 Rincian Kegiatan Riil Perusahaan 

 Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo, ialah: 

a. Mencatat penerimaan RKA dan DPA yang masuk per SKPD dari dinas-

dinas, ispektorat, badan, dan satuan polisi pamong praja 

b. Meneliti kelengkapan berkas pengajuan berdasarkan checklist 

c. Menginput data berkas pengajuan menjadi SPP dan SPM, juga mencetak 

SPP dan SPM 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Prosedur 

Secara umum prosedur adalah kelompok pekerjaan pencatatan yang erat 

sekali hubungannya, yang meliputi suatu sub fungsi dari pada suatu fungsi 

tertentu. Kemudian prosedur dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan klerikal 

yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu perlakuan yang seragam 

terhadap transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. 

 Beberapa ahli memiliki pandangan masing-masing terhadap definisi 

prosedur. Berikut pengertian prosedur menurut beberapa ahli: 

a. Ardiyos (2014:734) 

Prosedur adalah bagian system yang merupakan rangkaian tindakan yang 

menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang 

ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat 

terjadi berulangkali dan dilaksanakan secara seragam. 

b. Mulyadi (2001) dalam (Isnandar, 2015:9) 

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 

beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk 

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi 

berulang-ulang. 

c. Zaki Baridwan (1993) dalam (Isnandar,2015:9) 

Menyatakan prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan kerani (clerical) 

Biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun 

untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-

transaksi perusahaan yang sering terjadi. 

d. Juan Kasma (2012:13) 

Prosedur adalah suatu standar / pedoman tertulis yang dipergunakan untuk 

mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan 

organisasi. 
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e. Rudi M Tambunan (2013:84) 

Mendefinisikan prosedur sebagai pedoman yang berisi prosedur 

operasional yang ada didalam suatu organisasi yang digunakan untuk 

memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan 

fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang didalam 

organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efisien, 

konsisten, standar dan sistematis. 

Dari pengertian prosedur diatas maka dapat disimpulkan prosedur adalah 

suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan secara berurutan dan biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam suatu lembaga atau lebih agar terjadi suatu 

penanganan yang seragam atas segala kegiatan yang berlangsung secara berulang-

ulang dalam lembaga itu sendiri. 

2.2 Pengertian Administrasi 

Kata administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu Ad dan Ministrare. Ad 

artinya intensif dan Ministrare artinya melayani, membantu, atau memenuhi. 

Dalam bahasa Inggris, adminstrasi disebut “administration” yang berarti tata 

usaha. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), administrasi 

adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-

cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; usaha dan kegiatan yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan; kegiatan yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; kegiatan kantor dan tata usaha. 

Pengertian administrasi berdasarkan pemahaman di atas menurut beberapa 

ahli (Syafiie, 2015:11) adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Prajudi Atmosudirjo 

Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu 

di dalam masyarakat modern. Eksistensi dari administrasi ini berkaitan 

dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya 

administrasi dalam masyarakat, ia harus mencari terlebih dahulu suatu 

organisasi yang masih hidup.  
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b. Menurut The Liang Gie 

Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap 

pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama 

mencapai tujuan tertentu. 

c. Menurut Sondang P. Siagian 

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-

keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya 

dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya. 

d. Menurut Handari Nawawi 

Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses 

pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai 

tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Setelah mengetahui pengertian administrasi berdasarkan pemahaman 

menurut para ahli maka dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah proses kerja 

sama yang melibatkan manusia, peralatan dan sistematika kerja dalam suatu 

instansi untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. 

2.2.1 Unsur-Unsur Administrasi 

 Menurut Syafri, (2012:11) untuk mencapai suatu tujuan tertentu, 

kelompok orang yang bekerjasama memerlukan seperangkat instrumen yang 

saling terkait dan bersinergi. Seprangkat instrumen tersebut berwujud sejumlah 

unsur yang telah ditetapkan atau yang dikehendaki tidak akan tercapai. Para 

sarjana ilmiah ilmu administrasi tampaknya telah sepakat bahwa adanya unsur-

unsur administrasi adalah sebagai berikut: 

a. Organisasi 

Merupakan unsur utama bagi kelompok yang bekerjasama untuk mencapai 

tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah pengelompokan orang 

dan pembagian tugas. 
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b. Manajemen 

Hakikat manajemen proses mencapai tujuan melalui orang lain. Oleh 

sebab itu, manajemen merupakan rangkaian aktivitas menggerakan 

kelompok orang dalam organisasi untuk mencapai melalui pelaksanaan 

fungsi-fungsi manajemen. 

c. Komunikasi 

Merupakan proses penyampaian pesan (informasi) dari seseorang 

(communicant) kepada orang lain (communicator) melalui suatu saluran / 

media. 

d. Kepegawaian 

Merupakan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain melalui 

satu saluran. 

e. Keuangan 

Merupakan suatu rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan segi-segi 

pembiayaan dalam unsur kerjasama pencapaian tujuan tertentu. 

f. Perbekalan 

Merupakan sumber daya penting guna untuk mendukung pencapaian 

tujuan tertentu. 

g. Tata usaha 

Merupakan suatu kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, 

penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima 

atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi. 

h. Hubungan Masyarakat 

Merupakan salah satu upaya untuk menjaga eksistensi melalui penciptaan 

hubungan baik dan dukungan masyarakat sekeliling terhadap usaha 

kerjasama yang sedang dilakukan. 
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2.2.2 Fungsi Adminstrasi 

Baridwan (2006) dalam (Isnandar, 2015:12), menyatakan ada 5 jenis 

fungsi administrasi perkantoran yaitu: 

a. Fungsi Rutin 

Yaitu fungsi administrasi perkantoran yang membutuhkan pemikiran 

minimal mencakup pengarsipan, penggandaan dan lain-lain. 

b. Fungsi Teknis 

Yaitu fungsi yang membutuhkan pendapat, keputusan dan keterampilan 

perkantoran yang memadai, seperti familieritas dengan beberapa software. 

c. Fungsi Analisis 

Yaitu fungsi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif yang 

disertai kemampuan mengambil keputusan dan menganalisis laporan 

maupun membuat keputusan pembelian. 

d. Fungsi Interpersonal 

Yaitu fungsi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar 

pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan 

orang lain seperti mengoordinasikan tim proyek. 

e. Fungsi Majerial 

Yaitu fungsi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, 

pengukuran dan pemotivasian, seperti pembuatan anggaran, staffing dan 

mengevaluasi karyawan. 

Berdasarkan uraian dan definisi yang dikemukakan di atas, maka secara 

sederhana ciri pokok untuk disebut sebagai administrasi adalah: 

a. Kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang 

b. Kerjasama dilakukan berdasarkan pembagian kerjasama secara terstruktur 

c. Kerjasama dilakukan untuk mencapai tujuan 

d. Untuk mencapai tujuan memanfaatkan kerja secara terstruktur 

Dengan demikian dapat dirumuskan suatu batasan tentang administrasi 

yaitu kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan 
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pembagian kerja sebagaimana ditemukan dalam struktur dengan mendayagunakan 

sumber daya – sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

2.2.3 Tujuan Administrasi 

 Menurut The Liang Gie (1993) dalam (Isnandar, 2015:14), tujuan 

administrasi diartikan dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut: 

a. usaha penerbitan alat-alat yang mungkin terjadi 

b. menghimpun suatu ketentuan di dalam melaksanakan suatu kebijakan 

usaha dari segi pengorganisasian perusahaan 

c. mendayagunakan alat-alat tersebut sehingga dapat berjalan dengan 

sempurna sehingga mencapai sasaran. 

Salah satu dasar penting dari kegiatan administrasi adalah tujuan. Tujuan 

menjadi arahan pembuatan kebijakan operasional dan pelaksanaan proses 

kerjasama. Kegiatan administrasi baik pada tingkat kebijakan maupun 

pelaksanaan dan pengendalian dilakukan dalam sebuah sistematika organisasi. 

Artinya bahwa keseluruhan merupakan sebuah rangkaian yang dilaksanakan 

secara berurutan berdasarkan nilai-nilai dan aturan yang telah disusun dalam satu 

kesatuan fungsi dan tanggung jawab, berkelanjutan, dan terukur hasilnya. 

2.3 Pengertian Adminstrasi Keuangan 

 Administrasi keuangan merupakan suatu yang sangat penting dalam 

menunjang kegiatan operasional perusahaan. Sehingga pencatatan terhadap 

peristiwa-peristiwa financial sangat diperlukan. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui secara jelas sumber-sumber dan penggunaan data untuk kepentingan 

perusahaan. Administrasi keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk 

mempermudah pengawasan terhadap posisi keuangan. Administrasi keuangan 

meliputi ringkasan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku 

istansi yang bersangkutan. Administrasi keuangan yang baik akan menyajikan 

suatu informasi yang dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan, 
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sehingga dapat tercapai sasaran jangka pendek maupun jangka panjang yang telah 

ditetapkan oleh instansi. 

2.4 Pengertian Hibah 

 Merujuk pada Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2015, bahwa hibah adalah 

pemberian uang / barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah 

pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara / badan usaha milik 

daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, 

bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus dan 

selektif yang bertujuan menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 

2.4.1 Pemberian Hibah 

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan hibah antara lain kepada: 

a. Hibah Kepada Pemerintah 

Diberikan kepada satuan kerja dari kementerian / lembaga pemerintah non 

kemernterian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah. 

b. Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lain 

Diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah 

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. 

c. Hibah Kepada Badan Usaha Milik Daerah 

Diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima oleh pemerintah 

daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

d. Hibah Kepada Badan dan Lembaga 

Diberikan kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan 

sosial yang dibentuk berdasarkan pengesahan atau penetapan dari 

pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah 

terkait sesuai dengan wewenangnya ataupun aurat keterangan terdaftar 

yang diterbitkan oleh menteri dalam negeri, gubernur atau bupati sesuai 

peraturan perundang-undanganan yang berlaku. 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


14 
 

 
 

e. Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan 

Diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh 

masyarakat secara sukarela dan memiliki badan hukum yayasan atau 

hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum 

dan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2.4.2 Kriteria Pemberian Hibah 

Pemberian hibah sebagaimana memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 

b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak terus menerus setiap tahun 

anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan 

lain oleh peraturan perundang-undangan; 

c. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung 

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 

d. Memenuhi persyaratan penerimaan hibah. 

2.4.3 Syarat Penerima Hibah 

Hibah yang diberikan kepada badan dan lembaga bersifat nirlaba, sukarela 

dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Memiliki 

syarat sebagai berikut: 

a. Memiliki kepengurusan yang jelas di daerah; 

b. Memiliki surat keterangan domisili dari lurah / kepala desa setempat atau 

sebutan lainnya; 

c. Berkedudukan dalam wilayah administratif pemerintahan daerah; 

d. Memiliki surat keterangan terdaftar atau surat pengesahan dari SKPD 

terkait. 
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Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh msyarakat 

dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum sesuai dengan perundang-

undangan. Memiliki syarat sebagai berikut: 

a. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi 

manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh 

peraturan perundang-undangan; 

b. Memiliki susunan pengurus yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran 

rumah tangga; 

c. Memiliki nomor pokok wajib pajak; 

d. Memilki kantor atau sekretariat tetap di daerah; 

e. Memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan untuk menunjang 

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah; 

f. Berkedudukan dalam wilayah administratif pemerintahan daerah yang 

dibuktikan dengan surat keterangan domisili; dan 

g. Persyaratan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

2.5 Dasar Hukum Pemberian Dana Hibah 

a. Permendagri No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah dua kali diubah terakhir Permendagri No. 14 Tahun 2016 

b. Peraturan Bupati Situbondo No. 19 Tahun 2008 Tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan 

Keuangan Kabupaten Situbondo 

c. Peraturan Bupati Situbondo No. 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan 

dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Situbondo 

d. Peraturan Bupati Situbondo No.29 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 

Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah yang 
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Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Situbondo. 

2.6 Pengertian Program BOP PAUD 

 Menurut Permendikbud No. 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia 

Dini (BOP PAUD). Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia 

Dini (BOP PAUD) adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan 

pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini 

yang diberikan pemerintah kepada anak melalui satuan PAUD atau Lembaga 

untuk mendukung kegiatan operasional pembelajaran. 

2.6.1 Tujuan Program BOP PAUD 

 Tujuan pemberian bantuan BOP PAUD adalah untuk  meningkatkan 

layanan PAUD dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman 

Penitipan Anak, dan Satuan PAUD sejenis di seluruh daerah yang 

diselenggarakan oleh individu, kelompok, yayasan, organisasi maupun 

Pemerintah Daerah di satuan PAUD atau Lembaga, satuan pendidikan nonformal 

lainnya yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan Nasional (NPSN). Selain 

memberikan layanan yang baik melalui sarana dan prasarana bermutu juga 

memberikan kemudahan akses bagi anak usia dini yang tidak terlayani. 

2.6.2 Syarat Penerima BOP PAUD 

Syarat bagi Satuan PAUD atau Lembaga penerima Bantuan Operaional 

Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) adalah sebagai berikut: 

a. Satuan PAUD atau Lembaga yang ada termasuk satuan pendidikan 

PKBM, SKB, badan keagamaan, dan satuan pendidikan non formal 

lainnya yang menyelenggarakan PAUD dan sudah memiliki Nomor Pokok 

Satuan PAUD Nasional (NPSN); 
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b. Semua Satuan PAUD atau Lembaga penerima BOP PAUD harus 

mengikuti petunjuk teknis penggunaan BOP PAUD yang telah ditetapkan 

oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

c. Memiliki rekening yang digunakan atas nama Satuan PAUD. Tidak 

diperkenankan menggunakan rekening pribadi dan rekening atas nama 

satuan kerja Pemerintah; dan 

d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

 

2.6.3 Sasaran Bantuan 

Sasaran program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak 

Usia Dini (BOP PAUD) adalah bentuk Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, 

Taman Penitipan Anak, dan satuan PAUD sejenis di seluruh Kabupaten / Kota di 

Indonesia yang diselenggarakan oleh individu, kelompok, yayasan, organisasi 

meupun Pemerinta Daerah di satuan PAUD atau Lembaga, satuan pendidikan 

PKBM, SKB, badan keagamaan, dan satuan pendidikan non formal lainnya yang 

sudah memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN). Sasaran BOP 

tidak berlaku bagu satuan PAUD atau Lembaga yang menetapkan iuran atau 

pungutan yang melebihi ketentuan yang berlaku di Kabupaten / Kota tersebut. 

2.6.4 Jumlah dan Besar Bantuan 

Pengalokasian besaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 

Anak Usia Dini (BOP PAUD) menggunakan perhitungan sebagai berikut: 

a. Besar dana BOP PAUD diberikan menggunakan perhitungan jumlah 

peserta didik dengan satuan biaya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus 

ribu rupiah) per peserta didik tiap tahun dengan prioritas anak usia 4-6 

tahun; 

b. Satuan PAUD atau Lembaga yang layak mendapatkan alokasi BOP 

PAUD adalah yang memiliki paling sedikit 12 peserta didik; 

c. Satuan PAUD atau Lembaga menerima paling banyak Rp. 

36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per tahun. 
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2.6.5 Penggunaan Dana BOP PAUD 

Penggunaan dana BOP PAUD di Satuan PAUD atau Lembaga harus 

didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) PAUD yang telah disusun 

dengan memperhatikan komponen kegiatan-kegiatan berikut: 

Komponen Penggunaan Keterangan 

Kegiatan 

Pembelajaran 

1. Buku-buku pembelajaran PAUD yang 

dibutuhkan; 

2. Peralatan pembelajaran seperti kertas, 

krayon, spidol, pensil, bahan habis 

pakai dan bahan pembelajaran sejenis 

lainnya; 

3. Kegiatan pertemuan dengan orang tua 

/ wali murid, kunjungan ke rumah 

anak. 

Minimal 50% 

dari dana BOP 

PAUD 

Kegiatan 

Pendukung 

1. Penyediaan buku administrasi; 

2. Pembelian alat-alat Deteksi Dini 

Tumbh Kembang (DDTK), pembelian 

obat-obatan ringan, dan isi kotak 

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 

(P3K); 

3. Biaya pertemuan guru di kegiatan 

Gugus PAUD, menghadiri kegiatan 

peningkatan kapasitas pendidik, dan 

transport petugas kesehatan kunjung; 

4. Menambah transport pendidik; 

5. Penyediaan makanan sehat. 

Maksimal 35% 

Kegiatan 

Lainnya 

1. Perawatan sarana dan prasaranan 

termasuk perbaikan dan pengecatan 

ringan; 

2. Dukungan penyediaan alat-alat 

publikasi PAUD; 

3. Langganan listrik, telepon / internet, 

air. 

Maksimal 15% 
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BAB III. GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA 

3.1 Latar Belakang Sejarah 

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) 

Kabupaten Situbondo merupakan unsur penunjang pemerintahan di bidang 

keuangan. BPPKAD dipimpin oleh kepala badan yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada bupati melalui sekertaris daerah. BPPKAD mempunyai 

tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPPKAD Kabupaten Situbondo 

berpedoman pada: 

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 

2. Undang-undang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggug Jawab Keuangan Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama 

dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum; 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten. 

 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Situbondo pertama kali berdiri pada tahun 2009 dengan nama Dinas  Pendapatan 

Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Situbondo yang sebelumnya 

menjadi satu bagian dengan kantor pemerintahan. Pada tahun 2015 DPKAD 

berubah nama menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Situbondo. Hingga pada tahun 2017 mengalami perubahan 

struktur organisasi dan nama menjadi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (BPPKAD) dikarenakan adanya penataan kelembagaan dan 

struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016. 

3.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah 

Struktur organisasi pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo yaitu menggunakan struktur garis. 

Pelaksanaan perintah pengorganisasian mengalir dari atas ke bawah seperti garis 

lurus. Bagian-bagian yang ada langsung bertanggung jawab kepada kabid-kabid 

yaitu kabid pendataan dan penetapan pajak dan retribusi daerah; kabid penagihan, 

keberatan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah; kabid perbendaharaan; 
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kabid akuntansi; kabid anggaran; dan kabid aset. Berikut gambar struktur 

organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: 

 

 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo 

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) 

Kabupaten Situbondo, 2017 
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3.3 Kegiatan Pokok Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset              

Daerah 

 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) 

memiliki tugas pada masing-masing bidang yang terstruktur pada gambar 3.2 dan 

tugas-tugas tersebut sebagai berikut: 

1 Kepala Badan 

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan 

pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pendapatan, 

pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

 

2 Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas dalam pengkoordinasian, penyusunan 

program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang 

secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan 

organisasi dalam lingkungan Badan. 

 

Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapat, urusan rumah tangga 

badan, dan administrasi di lingkungan Badan; 

b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Badan; 

c. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan 

badan serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu; 

d. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah (SPIP) di lingkup badan; 

e. Penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu; 

f. Pelaksanaan urusan keuangan; 

g. Pelaksanaan urusan umum; 

h. Pelaksanaan urusan kepegawaian; 

i. Pelaksanaan urusan aset badan; 

j. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 
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k. Pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Badan dan 

bidang-bidang di lingkungan badan; 

l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan 

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

Sekretariat, terdiri dari:  

1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan 

ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian. Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi: 

a. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Badan; 

b. Pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian 

barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain; 

c. Pelaksanaan urusan surat-menyurat; 

d. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris; 

e. Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan; 

f. Pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Badan; 

g. Penyelenggaraan tugas kepegawaian Badan yang meliputi 

pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut 

Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut 

kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, 

pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, 

pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu 

isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum 

dan kartu asuransi kesehatan; 

h. Pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan; 

i. Penyelenggaraan kesejahteraan pegawai; 

j. Penyusunan Laporan Kepegawaian; 

k. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkup 

badan; 

l. Pelaksanaan ketatausahaan; 
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m. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan 

n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

2 Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

administrasi keuangan. Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan administrasi keuangan Badan yang meliputi 

pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan serta 

pembayaran gaji pegawai; 

b. Penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan; 

c. Pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya 

pengurangan Badan; 

d. Penyusunan laporan kegiatan pengadaan barang/jasa; 

e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

3 Sub Bagian Penyusunan Program 

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas 

melaksanakan perencanaan kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan 

pelaporan. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja 

(Renja) Badan; 

b. Penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta 

dokumen pelaksanaan anggaran; 

c. Penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Badan; 

d. Pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup Badan; 

e. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) di 

lingkup Badan; 
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f. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

Kepala Daerah pada urusan penunjang bidang keuangan; 

g. Penyusunan evaluasi kegiatan Badan; 

h. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Badan; 

i. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(LPPD); 

j. Penyusunan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan; 

k. Pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Badan; 

l. Penyusunan rencana kebutuhan barang/jasa keperluan Badan; 

m. Penyiapan penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang, Panitia Penerimaan 

Hasil Pekerjaan (PPHP); 

n. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

o. Pembuatan laporanhasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; 

dan 

p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

3 Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah 

Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah 

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan teknis bidang pendataan dan penetapan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai 

fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


26 
 

 
 

b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun 

dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah; 

c. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

d. Penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

e. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat 

perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan; dan 

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari: 

 

1. Sub Bidang Pendataan 

Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas melaksanakan 

pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah 

serta penelitian dan penilaian objek pajak daerah dan retribusi daerah. 

Sub Bidang Pendataan mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah 

dan pendistribusian formulir pendaftaran, SPTPD, 

SPTRD/SPOP/LSPOP PBB kepada Wajib Pajak dan Wajib 

Retribusi;  

b. Pelaksanaan pendataan terhadap objek dan subjek Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah; 

c. Pelaksanaan penelitian dan penilaian lapangan objek pajak daerah 

dan retribusi daerah; 

d. Pelaksanaan ketatausahaan; 

e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan 
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f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya. 

 

2. Sub Bidang Pengolahan Data 

Sub Bidang Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan 

pengolahan data pajak daerah dan retribusi daerah meliputi penerbitan 

dan ditribusi SPTPD, SPTRD, SPOP dan LSPOP PBB serta membuat 

dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu 

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Sub Bidang Pengolahan 

Data mempunyai fungsi: 

a. Penerimaan formulir dan pengolahan data pendaftaran SPTPD, 

SPTRD/SPOP/LSPOP PBB serta pemeriksaan kelengkapan 

permohonan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah; 

b. Pengolahan data perolehan objek pajak daerah dan retribusi daerah; 

c. Pelaksanaan entry data mutasi, dan data hasil pelayanan pajak 

daerah dan retribusi daerah; 

d. Penyiapan penerbitan dan pendistribusian Surat Pemeberitahuan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta SSPD BPHTB; 

e. Pembuatan dan pemeliharaan Daftar Induk Wajib Pajak serta 

penerbitan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); 

f. Pelaksanaan ketatausahaan; 

g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan 

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

3. Sub Bidang Penetapan 

Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas melaksanakan 

perhitungan dan menetapkan nilai objek dan subjek pajak daerah serta 

retribusi daerah. Sub Bidang Penetapan mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan perhitungan dan menetapkan nilai objek dan subjek 

pajak daerah dan retribusi daerah; 
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b. Penyiapan surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah; 

c. Penetapan secara jabatan Pajak Daerah dan NPWP serta NOP 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

d. Pelaksanaan validasi pajak daerah dan retribusi daerah; 

e. Penerbitan SPPT PBB, DHKP dan SKPD/SKRD; 

f. Pelaksanaan pelayanan pengaduan di bidang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 

g. Pelaksanaan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Kurang Bayar (SKPDKB dari SKRDKB), Surat Ketetapan 

Pajak dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT 

dan SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah Nihil 

(SKPDN dan SKRDN), Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi 

Daerah Lebih Bayar (SKPDLB dan SKRDLB); 

h. Pelaksanaan ketatausahaan; 

i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan 

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugas dan fungsinya. 

 

4. Bidang Penagihan, Keberatan dan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah 

Bidang Penagihan, Keberatan dan Penyuluhan Pajak dan Retribusi 

Daerah mempunyai tugas dalam merumuskan kebijakan, menyusun 

laporan, verifikasi piutang, pemeriksaan, monitoring dan evaluasi di 

bidang penagihan, keberatan dan penyuluhan  pajak dan retribusi daerah 

serta menyusun laporan pendapatan daerah. 

 

Bidang Pendataan, Penetapan dan Evaluasi mempunyai fungsi: 

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tentang sistem dan prosedur 

penagihan dan keberatan; 

b. Penyusunan laporan pendapatan daerah; 

c. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan 

pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan; 
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d. Pelaksanaan verifikasi piutang pajak daerah dan retribusi daerah; 

e. Pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, 

pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, 

kompensasi dan permohonan banding; 

f. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan 

peraturan perundang-undangan; 

g. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah; 

h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penagihan, keberatan 

dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah; 

i. Penyusunan, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang 

pendapatan daerah; 

j. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan; dan 

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

1. Sub Bidang Penagihan 

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan 

penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta penagihan piutang 

pajak daerah dan retribusi daerah dan kurang bayar pajak daerah dan 

retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya. Sub Bidang 

Penagihan mempunya fungsi: 

a. Penyiapan dan penyampaian SPPT PBB P2 dan SKPD/SKRD; 

b. Penyiapan dan pendistribusian surat menyurat dan dokumentasi 

yang berhubungan dengan penagihan; 

c. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta 

penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah dan kurang 

bayar pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah 

lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo; 
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d. Penyiapan dan penyampaian surat peringatan, teguran dan sanksi 

administrasi pajak daerah dan retribusi daerah; 

e. Pemrosesan kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan; 

f. Pelaksanaan ketatausahaan; 

g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan 

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

2. Sub Bidang Pelaporan dan Keberatan 

Sub Bidang Pelaporan dan Keberatan mempunyai tugas 

menyiapkan bahan penyusunan rencana dan kebijakan, survey dan 

penelitian, estimasi, pengawasan dan pengendalian bidang 

pembangunan dan perencanaan teknis pengairan. Sub Bidang 

Pelaporan dan Keberatan mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, 

pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi 

administrasi, retribusi, kompensasi dan permohonan banding pajak 

daerah dan retribusi daerah; 

b. Pelaksanaan proses pembetulan, pembatalan, pengurangan 

ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 

pajak daerah dan retribusi daerah; 

c. Pelaksanaan proses permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah; 

d. Pelaksanaan penelitian lapangan pajak daerah, retribusi daerah dan 

pendapatan daerah lainnya; 

e. Pelaksanaan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan 

pengurangan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah 

lainnya; 

f. Pelaksanaan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB P-2; 

g. Penyiapan laporan pendapatan daerah; 

h. Penyiapan laporan piutang pajak daerah dan retribusi daerah; 
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i. Penyusunan laporan kadaluarsa pajak daerah dan retribusi daerah; 

j. Pelaksanaan ketatausahaan; 

k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan 

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 

 

3. Sub Bidang Penyuluhan, Monitoring dan Evaluasi 

Sub Bidang Penyuluhan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai 

tugas melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kebijakan pajak daerah 

dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya, monitoring dan 

evaluasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Sub Bidang Penyuluhan, 

Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan penyuluhan di bidang pajak 

dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya; 

b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pajak dan retribusi 

daerah serta pendapatan daerah lainnya; 

c. Penyiapan laporan hasil monitoring dan evaluasi di bidang pajak 

dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya; 

d. Penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan tetang pajak 

daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya; 

e. Pelaksanaan ketatausahaan; 

f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

5. Bidang Perbendaharaan 

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan kebijakan teknis, pembukuan, administrasi penerimaan dan 

pengeluaran daerah berupa kas dan setara kas, pengendalian dan 

mengelola utang dan piutang daerah di bidang perbendaharaan. 
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Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi: 

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan 

pengeluaran kas; 

b. Pelaksanaan pembukuan, administrasi penerimaan dan pengeluaran 

daerah berupa kas dan setara kas; 

c. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan 

pembayaran atas beban rekening kas umum daerah; 

d. Pengelolaan utang dan piutang daerah; 

e. Penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan 

yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas; 

f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan; dan 

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Perbendaharaan, terdiri dari: 

1. Sub Bidang Penatausahaan Gaji dan Penerimaan Kas Daerah 

Sub Bidang Penatausahaan Gaji dan Penerimaan Kas Daerah 

mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan gaji dan penerimaan 

kas daerah. Sub Bidang Penatausahaan Gaji dan Penerimaan Kas 

Daerah mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah 

dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas 

umum daerah; 

b. Pelaksanaan penelitian penerbitan Daftar Gaji PNSD; 

c. Pelaksanaan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan 

Pungutan Pihak Ketiga (PPK) Gaji; 

d. Pelaksanaan penelitian kelengkapan dokumen dan menerbitkan Surat 

Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP); 

e. Pelaksanaan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan daerah 

berupa kas dan setara kas; 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


33 
 

 
 

f. Pelaksanaan pemeriksaan, penganalisaan dan pengevaluasian 

pertanggungjawaban pendapatan atau penerimaan kas; 

g. Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait 

dalam rangka penyusunan posisi kas; 

h. Pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah 

melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah; 

i. Pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah; 

j. Pelaksanaan ketatausahaan; 

k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan 

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

 

2. Sub Bidang Penatausahaan Pengeluaran Kas Daerah 

Sub Bidang Penatausahaan Pengeluaran Kas Daerah 

mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan pengeluaran kas 

daerah. Sub Bidang Penatausahaan Pengeluaran Kas Daerah 

mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan anggaran kas daerah; 

b. Penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pengendalian 

pelaksanaan anggaran kas; 

c. Penyiapan rancangan Surat Keputusan Bupati tentang Pengguna 

Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, 

Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, 

Bendahara Pengeluaran Pembantu, Ijin Pembukaan / Penggunaan 

Rekening, Perjanjian Kerjasama dengan pihak perbankan sebagai 

bank persepsi, Pelimpahan wewenang, Koordinator Pengelola 

Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara 

Umum Daerah; 

d. Pelaksanaan register atas Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D); 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


34 
 

 
 

e. Pelaksanaan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen 

Surat Perintah Membayar (SPM); 

f. Pelaksanaan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 

(SP2D) dan daftar penguji Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 

g. Pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah 

Pencairan Dana (SP2D) dengan SKPD dan instansi terkait dalam 

rangka pengendalian kas daerah; 

h. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta 

melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap SKPD; 

i. Penyusunan dan penyediaan laporan penerimaan dan pengeluaran 

kas; 

j. Penyiapan bahan penyelesaian permasalahan Tuntutan 

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan 

Barang Milik Daerah; 

k. Pelaksanaan ketatausahaan; 

l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan 

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

 

3. Sub Bidang Penatausahaan Surat Pertanggungjawaban Fungsional 

Sub Bidang Penatausahaan Surat Pertanggungjawaban 

Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat 

pertanggungjawaban fungsional. Sub Bidang Penatausahaan Surat 

Pertanggungjawaban Fungsional mempunyai fungsi:  

a. Pelaksanaan penerimaan, pemeriksaan dan penelitian surat 

pertanggungjawaban (SPJ) fungsional dari bendahara penerimaan 

dan bendahara pengeluaran seluruh SKPD; 

b.   Pelaksanaan rekap dan pencatatan surat pertanggungjawaban (SPJ) 

fungsional dan membuat bukti rekonsiliasi surat 
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pertanggungjawaban (SPJ) fungsional dari bendahara penerimaan 

dan bendahara pengeluaran seluruh SKPD; 

c.   Pelaksanaan penerbitan surat rekomendasi pengajuan Surat Perintah 

Pencairan Dana (SP2D); 

d. Pelaksanaan pembinaan teknis kepada bendahara penerimaan dan 

bendahara pengeluaran SKPD / PPKD; 

e.  Penyusunan petunjuk teknis penatausahaan SPBD; 

f.  Pelaksanaan ketatausahaan; 

g.  Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang; dan 

h.  Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

 

6. Bidang Akuntansi 

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan 

sistem dan prosedur, kebijakan, pedoman teknis, dan pembinaan teknis 

pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah. 

 

Bidang Akuntansi mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan perumusan sistem dan prosedur pelaporan keuangan 

daerah; 

b. Penyusunan sistem dan kebijakan akuntansi serta pedoman teknis 

pelaporan; 

c. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan 

pertanggungjawaban pelaksanan APBD; 

d. Pelaksanaan pembinaan teknis pertanggungjawaban dan pelaporan 

keuangan daerah; 

e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala badan; dan 
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g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bidang Akuntansi, terdiri dari: 

 

1. Sub Bidang Akuntansi Wilayah I 

Sub Bidang Akuntansi Wilayah I mempunyai tugas menyiapkan 

bahan penyusunan petunjuk teknis dan laporan pertanggungjawaban 

APBD, rekonsiliasi, konsolidasi dan pembinaan teknis laporan 

keuangan pada Dinas Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD). Sub Bidang Akuntansi Wilayah I mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kebijakan akuntansi 

pemerintah daerah; 

b. Penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD pada Dinas Daerah; 

c. Pelaksanaan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan pada 

Dinas Daerah; 

d. Pelaksanaan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan pada 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); 

e. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran, laporan 

perubahan saldo anggaran lebih dan laporan operasional pemerintah 

daerah; 

f. Pelaksanaan pembinaan teknis pelaporan keuangan daerah; 

g. Pelaksanaan ketatausahaan; 

h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepda kepala bidang; dan 

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

 

2. Sub Bidang Akuntansi Wilayah II 

Sub Bidang Akuntansi Wilayah II mempunyai tugas 

menyiapkan bahan penyusunan laporan perubahan ekuitas, neraca dan 
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sistem akuntansi, laporan pertanggungjawaban APBD, rekonsiliasi, 

konsolidasi dan pembinaan teknis laporan keuangan pada inspektorat, 

badan dan satuan polisi pamong praja serta badan usaha milik daerah 

(BUMD). Sub Bidang Akuntansi Wilayah II mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan penyusunan laporan perubahan ekuitas dan neraca 

pemerintah daerah; 

b. Penyiapan bahan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah; 

c. Penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD pada inspektorat, badan dan satuan polisi 

pamong praja; 

d. Pelaksanaan rekonsiliasi dan konsiliasi laporan keuangan pada 

inspektorat, badan dan satuan polisi pamong praja; 

e. Pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan pada badan usaha milik 

daerah (BUMD); 

f. Pelaksanaan pembinaan teknis pelaporan keuangan daerah; 

g. Pelaksanaan ketatausahaan; 

h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepda kepala bidang; dan 

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

 

3. Sub Bidang Akuntansi Wilayah III 

Sub Bidang Akuntansi Wilayah III mempunyai tugas 

menyiapkan bahan penyusunan laporan arus kas dan catatan, petunjuk 

teknis, laporan pertanggungjawaban APBD, rekonsiliasi, konsolidasi 

dan pembinaan teknis laporan keuangan pada Sekretariat DPRD, 

Sekretariat Daaerah, dan Kecamatan. Sub Bidang Akuntansi Wilayah 

III mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Arus Kas dan Catatan atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaporan keuangan 

daerah; 
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c. Penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan 

Kecamatan; 

d. Pelaksanaan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan pada 

Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Kecamatan; 

e. Pelaksanaan pembinaan teknis pelaporan keuangan daerah; 

f. Pelaksanaan ketatausahaan; 

g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang; dan 

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

 

7. Bidang Anggaran 

Bidang Anggaran mempunyai tugas dalam perumusan prosedur, 

menyusun pedoman dan petunjuk teknis, pengendalian, menyusun raperda 

APBD/PAPBD, raperbup penjabaran APBD/APBD dan rancangan RKA-

PPKD dan DPA-PPKD serta penatausahaan belanja hibah, bantuan, bagi 

hasil pajak/retribusi, tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan. 

 

Bidang Anggaran mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan perumusan prosedur penyusunan rancangan APBD dan 

rancangan perubahan APBD; 

b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran; 

c. Pengendalian penyusunan anggaran; 

d. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan 

APBD; 

e. Penyusunan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD dan 

penjabaran perubahan APBD; 

f. Penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah (RKA-PPKD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD); 

g. Pembinaan administrasi keuangan; 
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h. Penatausahaan belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak/retribusi 

daerah, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran 

pembiayaan; 

i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan; dan 

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bidang Anggaran, terdiri dari: 

 

1. Sub Bidang Anggaran Wilayah I 

Sub Bidang Anggaran Wilayah I mempunyai tugas menyiapkan 

bahan penyusunan kebijakan, rancangan APBD, verifikasi RKA-SKPD 

dan DPA-SKPD serta pengesahan DPA-SKPD pada Dinas. Sub Bidang 

Anggaran Wilayah I mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran 

daerah pada dinas daerah; 

b. Penyiapan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah pada dinas daerah; 

c. Pelaksanaan verifikasi rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA-

SKPD) dan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD (DPA-SKPD) 

pada dinas daerah; 

d. Penyiapan bahan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD 

(DPA-SKPD) pada dinas daerah; 

e. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan; 

f. Pelaksanaan ketatausahaan; 

g. Pelaporan hasil pelaksanaan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; 

dan 

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
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2. Sub Bidang Anggaran Wilayah II 

Sub Bidang Anggaran Wilayah II mempunyai tugas 

menyiapkan bahan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan, 

kebijakan, rancangan APBD, verifikasi RKA-SKPD dan DPA-SKPD 

serta pengesahan DPA-SKPD pada inspektorat, badan, dan satuan polisi 

pamong praja serta raperda APBD/PAPBD dan raperbup penjabaran 

APBD/APBD. Sub Bidang Anggaran II mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 

berkenaan; 

b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran dan 

rancangan pendapatan dan belanja daerah pada inspektorat, Badan 

dan Satuan Polisi Pamong Praja; 

c. Pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-

SKPD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) pada 

Inspektorat, Badan, dan Satuan Polisi Pamong Praja; 

d. Penyiapan Bahan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

SKPD (DPA-SKPD) pada inspektorat, Badan dan Satuan Polisi 

Pamong Praja; 

e. Penyiapan Bahan Penyusunan Anggaran Pembiayaan Daerah; 

f. Penyiapan Bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD dan Perubahan APBD; 

g. Penyiapan Bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD; 

h. Pelaksanaan ketatausahaan; 

i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan 

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
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3. Sub Bidang Anggaran Wilayah III 

Sub Bidang Anggaran Wilayah III mempunyai tugas 

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, rancangan APBD, verifikasi 

RKA-SKPD dan DPA-SKPD serta pengesahan DPA-SKPD pada 

Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Kecamatan serta 

melaksanakan penatausahaan belanja hibah, bantuan, bagi hasil 

pajak/retribusi, tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan. Sub Bidang 

Anggaran Wilayah III mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan perencanaan 

anggaran dan rancangan pendapatan dan belanja daerah pada 

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan; 

b. Pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-

SKPD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) pada 

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan; 

c. Penyiapan bahan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD 

(DPA-SKPD) pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan 

Kecamatan; 

d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah (RKA-PPKD) dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD); 

e. Pelaksanaan penatausahaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial 

Dalam Bentuk Uang, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan 

Keuangan dan Belanja Tudak Terduga Serta Pengeluaran 

Pembiayaan; 

f. Pelaksanaan ketatausahaan; 

g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan 

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


42 
 

 
 

8. Bidang Aset 

Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana 

kebutuhan, menyelenggarakan pemanfaatan, pemindahtanganan, 

pengamana dan pengendalian, penatausahaan dan penghapusan, 

penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik 

daerah. 

 

Bidang Aset mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang 

milik daerah; 

b. Pelaksanaan penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, 

pengamanan dan pengendalian barang milik daerah; 

c. Penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah; 

d. Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan 

pemeliharaan barang milik daerah; 

e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan; dan 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Aset, terdiri dari: 

1. Sub Bidang Analisa dan Kebutuhan Barang Milik Daerah 

Sub Bidang Analisa dan Kebutuhan Barang Milik Daerah 

mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan daftar kebutuhan, 

analisis standar harga, laporan hasil pengadaan, dan penetapan status 

penggunaan barang milik daerah. Sub Bidang Analisa dan Kebutuhan 

Barang Milik Daerah mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 

(RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah (RKPBMD); 
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b. Pnyiapan bahan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah 

(DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah (DKPBMD); 

c. Penyiapan bahan penyusunan analisis standar harga barang; 

d. Penyusunan dan penganalisa Laporan Hasil Pengadaan barang milik 

daerah dari SKPD yang berupa Laporan hasil pengadaan barang 

milik daerah secara periodik (bulanan, semesteran dan tahunan); 

e. Penyiapan dan penganalisa bahan penetapan status Penggunaan 

Barang Milik Daerah; 

f. Penyiapan rancangan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Barang 

Milik Daerah; 

g. Penyiapan rancangan Perundang-undangan tentang Pengelola 

Barang Milik Daerah; 

h. Pelaksanaan ketatausahaan; 

i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan 

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

 

2. Sub Bidang Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik 

Daerah 

Sub Bidang Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan 

Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanaan pendataan, 

pengamanan, pengawasan, pengendalian, penyimpanan dan penyaluran 

serta penertiban dan pemanfaatan barang milik daerah. Sub Bidang 

Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah 

mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan pendataan keberadaan aset pemerintah daerah; 

b. Pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah, secara fisik, 

administrasi dan secara hukum; 

c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap aset pemerintah 

daerah; 
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d. Pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah; 

e. Penyusunan laporan untuk penyimpanan dan penyaluran barang 

milik daerah; 

f. Pelaksanaan penertiban, pemanfaatan barang milik daerah; 

g. Pelaksanaan ketatausahaan; 

h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan 

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

 

3. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 

Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik 

Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penatausahaan, 

pembukuan, inventarisasi dan pelaporan serta pemusnahan dan 

pengelolaan pemindahtanganan barang milik daerah. Sub Bidang 

Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai 

fungsi: 

a. Penyiapan bahan penatausahaan barang milik daerah; 

b. Pelaksanaan pembukaan, inventarisasi dan pelaporan barang milik 

daerah; 

c. Pelaksanaan inventarisasi pemanfaatan dan pendayagunaan barang 

milik daerah bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah; 

d. Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Daerah yang tidak dapat 

digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat 

dipindahtangankan dan/atau terdapat alasan lain sesuai dengan 

ketentuan perturan perundang-undangan; 

e. Penyiapan bahan pengelolaan pemindahtanganan barang milik 

daerah; 

f. Pelaksanaan penghimpunan usulan penghapusan dan pemrosesan 

penghapusan barang milik daerah; 

g. Pelaksanaan ketatausahaan; 

h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan 
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i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

 

9. Unit Pelaksana Teknis Badan 

  UPTB merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau 

teknis penunjang tertentu Badan. UPTB mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan tugas Badan Daerah sesuai dengan teknis operasional 

dan/atau teknis penunjang tertentu Badan; 

b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional dan/atau teknis 

penunjang tertentu Badan. 

 

10. Kelompok Jabatan Fungsional 

 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga terbagi 

dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yang 

ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3.4 Pemberian Hibah Untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan 

Pendidikan Anak Usia Dini 

 Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo yang merupakan 

unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan yang 

berkedudukan di bawah naungan Bupati dan dijadikan sebagai obyek pelaksanaan 

Praktek Kerja Nyata. Kegiatan yang tercantum dalam Prosedur Administrasi 

Pemberian Hibah Untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 

diantaranya adalah: 

a. Prosedur pengajuan permohonan Hibah untuk Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); 

b. Mekanisme pencairan dana Hibah untuk Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); 
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c. Mekanisme penyaluran dana Hibah untuk Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) melalui 

transfer dan; 

d. Mekanisme pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan 

Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). 
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BAB V. KESIMPULAN 

 

 Pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya merupakan hasil 

laporan Praktek Kerja Nyata yang telah dilakukan pelaksanaan selama 30 hari 

pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) 

Kabupaten Situbondo. Tujuan dari Praktek Kerja Nyata itu sendiri untuk 

mengetahui dan memahami secara rinci prosedur administrasi pemberian hibah 

untuk bantuan operasional penyelenggaraan PAUD pada Badan Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo. 

berdasarkan hasil pembahasan dan kegiatan selama Praktek Kerja Nyata, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Prosedur pengajuan permohonan Hibah untuk Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Pengajuan 

permohonan ini membutuhkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. 

Persyaratan yang diajukan yaitu berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah 

(NPHD), Proposal dari pihak penerima bantuan hibah melalui SKPD 

terkait, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Persetujuan Bupati (SK Bupati), 

Surat Pernyataan (Fotokopi kartu identitas, fotokopi buku rekening bank 

dan kuitansi bukti pengeluaran). 

2. Mekanisme pencairan dana Hibah untuk Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Pencairan 

dana hibah oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPPKAD) selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) 

atau Bendahara Umum Daerah (BUD) memproses pencairan keuangan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah 

diverifikasi kebenaran dan kelengkapan persyaratan yang diajukan. 

3. Penyaluran dana Hibah untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan 

Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Penyaluran dana hibah 

dilakukan dalam dua bentuk yaitu uang dan barang atau jasa. Penyaluran 
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dana yang sering dilakukan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah iyalah penyaluran dalam bentuk transfer uang melalui 

Bank Jatim, sedangkan penyaluran barang atau jasa dilakukan oleh SKPD  

4. Pedoman Pengelolaan Bantuan Hibah ini terdiri dari tata cara pemberian 

hibah, sanksi dai penyalahgunaan dana bantuan hibah dan tahapan 

penganggaran dana Hibah untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan 

Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD).  
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